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: Kompleks Pondok Indah Pratama No. 9 Blok A, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Kota Padang , Sumatera Barat

Alamat
Email : bawaslukotapadang@gmail. com
Nomor : 551/PM.OQ.OO/K.SB-14/09/2024 Padang, 27 September 2024
Sifat : Penting
Lamp "
Perihal . Imbauan Larangan kampanye di
Tempat Ibadah dan Tempat Pendidikan
Kepada Yth,

-------------------------------------

Dengan hormat,
A. Dasar Hukum

B.

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
Sebagaimana Dirubah Terakhir Oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana telah diubah oleh
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota.

Imbauan

Memperhatikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
di Kota Padang, dan dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang. Oleh karena itu, Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Padang mengimbau dan meminta kepada bapak untuk

dapat mentaati dan memperhatikan:

1) Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014



2)

3)

4)

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, Sebagaimana Dirubah Terakhir Oleh Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang  Menjadi
Undang-Undang, yang berbunyi: “Dalam Kampanye dilarang: (j)
menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan,

Pasal 57 Ayat (1) Huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang
berbunyi : “Dalam Kampanye dilarang: (j) menggunakan tempat ibadah dan
tempat pendidikan;

Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang, Sebagaimana Dirubah Terakhir Oleh Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar
ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf'i, atau huruf
j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling
lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus
ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi :
“Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang
mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain
dan hadir tanpa atribut Kampanye. (3) Kampanye di perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak
mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak. (4)
Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye

Pasangan Calon”



5) Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi: “(1)
Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)
meliputi: a. gedung; b. halaman; c. lapangan; dan/atau d. tempat lainnya,
yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi. (2) Perguruan
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. universitas; b.
institut; c¢. sekolah tinggi; d. politeknik; e. akademi; dan f. akademi
komunitas. (3) Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu
dan/atau Hari Minggu. (4) Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi: a.
pertemuan terbatas; dan b. pertemuan tatap muka dan dialog. (5) Peserta
Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan

Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan”

Demikianlah surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Ketua,

Paraf Koordinasi
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